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Bab II 

Kajian Pustaka 

A. Landasan Teoritis 

Teori harapan memprediksi bahwa karyawan akan mengeluarkan tingkat usaha 

yang tinggi apabila mereka merasa bahwa ada hubungan yang kuat antara usaha dan 

kinerja, kinerja dan penghargaan, serta penghargaan dan pemenuhan tujuan-tujuan 

pribadi. Setiap hubungan ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Supaya 

usaha menghasilkan kinerja yang baik, individu harus mempunyai kemampuan yang 

dibutuhkan untuk bekerja, dan sistem penilaian kinerja yang mengukur kinerja 

individu tersebut harus dipandang adil dan objektif. Hubungan kinerja – penghargaan 

akan menjadi kuat bila individu merasa bahwa yang diberi penghargaan adalah 

kinerja (bukannya senioritas, alasan pribadi, atau kriteria lainnya). Hubungan 

terakhir dalam teori harapan adalah hubungan penghargaan – tujuan. Motivasi kerja 

akan tinggi sampai tingkat di mana penghargaan yang diterima seorang individu atas 

kinerja yang tinggi memenuhi kebutuhan-kebutuhan dominan yang konsisten dengan 

tujuan-tujuan individual (Robbins, 2008). 

Konsisten dengan teori harapan, usaha harus ditingkatkan ketika karyawan 

melihat bahwa penghargaan diberikan berdasarkan kriteria kinerja. Kinerja 

karyawan adalah sebuah fungsi (f) dari interaksi kemampuan (A) dan motivasi kerja 

(M); yaitu kinerja = f(A x M). Apabila salah satu dari keduanya tidak memadai, 

kinerja akan dipengaruhi secara negatif. Jadi, selain motivasi kerja, kemampuan 

(berupa kecerdasan dan keterampilan) seorang individu harus dipertimbangkan 

ketika menjelaskan dan memprediksi kinerja karyawan dengan akurat. Tetapi, 
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ternyata masih ada satu faktor lagi. Faktor itu adalah peluang untuk bekerja 

(opportunity to perform, O), sehingga terbentuk fungsi kinerja = f(A x M x O). 

Meskipun seorang individu bersedia dan mampu, mungkin ada rintangan-rintangan 

yang menghalangi kinerja (Robbins, 2008). 

1. Kantor Akuntan Publik 

Kantor akuntan publik (KAP) merupakan wadah bagi para auditor dalam 

memberikan jasanya dan untuk melaksanakan tugasnya seorang auditor bekerja pada 

kantor akuntan publik (KAP). KAP sendiri menurut undang-undang tentang akuntan 

publik no 5 tahun 2011, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-

undang akuntan publik no 5 tahun 2011. KAP ini bisa berbentuk usaha perseorangan, 

persekutuan perdata, firma, atau bisa juga berbentuk usaha lain sesuai dengan 

karakteristik profesi akuntan publik yang diatur dalam undang-undang. Kantor akuntan 

publik melaksanakan empat kategori jasa yang utama yaitu: 

a. Kegiatan pembuktian atau pengujian meliputi semua kegiatan kantor akuntan 

dimana diterbitkannya suatu laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas 

keandalan dari pernyataan tertulis yang merupakan tanggungjawab pihak lain. 

Kegiatan pembuktian ini meliputi audit atas laporan keuangan historis, dan tinjauan 

atas laporan keuangan historis. 

b. Penyuluhan pajak, menyusun surat pemberitahuan pajak dari perusahaan dan 

perorangan baik yang merupakan kliennya maupun yang bukan. 

c. Konsultasi manajemen, jasa ini berkisar dari pemberian saran sederhana mengenai 

pembenahan sistem akuntansi sampai keikutsertaan dalam menyusun strategi 

pemasaran dan konsultasi asuransi. 
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d. Jasa akuntansi dan administrasi pembukuan ini dilakukan karena banyaknya klien 

kecil dengan staf akuntansi yang terbatas menyerahkan pembuatan laporan 

keuangan kepada kantor akuntan publik. (Sunyoto, 2013). 

Kewajiban dan larangan KAP menurut undang-undang tentang akuntan publik no 5 tahun 

2011 adalah sebagai berikut: 

1. KAP atau cabang KAP wajib: 

a. Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja professional pemeriksaan 

dibidang akuntansi. 

b. Mempunyai kantor atau tempat untuk menjalakan usaha. 

c. Memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu. 

d. Memasang nama lengkap kantor pada bagian depan kantor. 

KAP wajib menyampaikan secara lengkap dan benar laporan kegiatan usaha dan laporan 

keuangan maupun wajib menyampaikan laporan program dan realisasi tahunan program  

pengembangan profesi akuntan publik (auditor) dan/atau dunia pendidikan bagi KAP paling 

lambat pada ahkir bulan April kepada menteri, dalam memberikan jasanya akuntan publik 

dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan, yang meliputi 

kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh 

manfaat ekonomis dari klien, memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang yang memiliki 

posisi kunci di bidang keuangan, serta wajib menjaga kerahasian informasi yang diperoleh 

dari klien. 

2. KAP dilarang untuk: 

a. Melakukan kerja sama dengan KAPA (kantor akuntan publik asing) OAA 

(organisasi audit asing) yang telah melakukan kerja sama dengan KAP lain. 

b. Mencantumkan nama KAPA atau OAA yang status terdaftar KAPA atau OAA 

tersebut pada menteri dibekukan atau dibatalkan. 

c. Memiliki rekan non-akuntan publik yang tidak terdaftar pada menteri. 



16 

d. Membuka kantor dalam bentuk lain, kecuali bentuk kantor cabang. 

e. Mumbuat iklan yang menyesatkan. 

Setiap Kantor Akuntan Publik juga harus memiliki standar pengendalian mutu yang 

sudah diterapkan pada semua jasa Akuntansi. Dalam setiap penugasan, KAP 

bertanggung jawab untuk memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). 

Dalam pemenuhan tanggung jawab tersebut, KAP wajib mempertimbangkan integritas 

stafnya, independensi terhadap klien, kompetensi, objektivitas serta penggunaan 

kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Oleh karena itu, KAP harus 

memiliki sistem pengendalian mutu yang mencakup struktur organisasi, kebijakan dan 

prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang 

kesesuaian penugasan profesional dengan SPAP.  

Sistem Pengendalian Mutu KAP diatur dalam Pernyataan Standar Pengendalian Mutu 

(PSPM) No. 01 yang dikeluarkan oleh Komite SPAP. Sifat dan lingkup kebijakan dan 

prosedur pengendalian mutu yang ditetapkan oleh KAP dapat berbeda antara KAP yang 

satu dengan lainnya karena penyusunan sistem pengendalian mutu KAP dipengaruhi 

oleh berbagai faktor antara lain ukuran KAP, tingkat otonomi yang diberikan kepada 

staf dan kantor-kantor cabangnya, sifat praktik, organisasi kantor serta pertimbangan 

biaya manfaat. 

KAP harus mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu, sejauh dapat 

diterapkan dalam prakteknya, dalam merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian 

mutu. Adapun unsur-unsur pengendalian mutu dimaksud adalah berupa : 

1. Independensi yaitu meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus 

mempertahankan independensi. 

2. Penugasan personel yaitu meyakinkan bahwa penugasan akan dilaksanakan oleh staf 

profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis. 
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3. Konsultasi yaitu meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai 

sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, 

pertimbangan (judgement), dan wewenang memadai. 

4. Supervisi yaitu meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu 

yang ditetapkan oleh KAP. 

5. Pemerkerjaan (Hiring) yaitu meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan 

memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan 

penugasan secara kompeten. 

6. Pengembangan Profesional yaitu meyakinkan bahwa setiap personel memiliki 

pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. 

Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk 

memberikan pengetahuan memadai bagi personelnya untuk memenuhi tanggung jawab 

mereka dan untuk kemajuan karier mereka di KAP. 

7. Promosi yaitu meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi 

memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih 

tinggi. 

8. Penerimaan dan Keberlanjutan Klien yaitu menentukan apakah perikatan dari klien 

akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya 

hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada 

prinsip pertimbangan kehati-hatian (prudence). 

9. Inspeksi yaitu meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur 

lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif. 

KAP harus memantau keefektifan sistem pengendalian mutunya dengan mengevaluasi, 

secara rutin, kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya, penetapan tanggung 

jawab, dan komunikasi kebijakan serta prosedurnya. 
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2. Kualitas Audit 

Pengertian audit menurut Arens et al. (2008 : 4) adalah sebagai berikut: 

“Auditing is accumulation and evaluation of evidence about information to determine 

andreport on the degree of correspondence between the information and established 

criteria. Auditing should be done by a competent, independent person” 

Pengertian audit menurut (Mulyadi, 2002:9) adalah suatu proses sistematik 

untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-

pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan 

tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. 

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi 

yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak 

luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna 

laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan 

berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor mengenai pengesahan 

laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan 

penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, 

kualitas audit merupakan hal penting harus dipertahankan oleh para auditor dalam 

proses pengauditan. 

Goldman dan Barlev (1974) dalam Meutia (2004) menyatakan bahwa laporan 

auditor mengandung kepentingan tiga kelompok, yaitu: (1) manajer perusahaan yang 

diaudit, (2) pemegang saham perusahaan, (3) pihak ketiga atau pihak luar seperti 

calon investor, kreditor dan supplier. Masing-masing kepentingan ini merupakan 

sumber gangguan yang akan memberikan tekanan pada auditor untuk menghasilkan 

laporan yang mungkin tidak sesuai dengan standar profesi. Lebih lanjut hal ini akan 

mengganggu kualitas audit. 
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(AAA Financial Accounting Standard Committee, 2000) dalam (Christiawan, 

2002) menyatakan bahwa: “kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi 

(keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap 

kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna 

laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas 

independensi dan keahlian auditor”. 

(De Angelo, 1981) dalam (Watkins et al, 2004) mendefinisikan kualitas audit 

sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran 

dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan 

pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan 

pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki 

oleh auditor tersebut. 

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas bahwa auditor dituntut oleh pihak 

yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat tentang 

kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan untuk 

dapat menjalankan kewajibannya ada tiga komponen yang harus dimiliki auditor 

yaitu kompetensi (keahlian), independensi, dan due professional care. Tetapi dalam 

menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan 

manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin hasil operasi perusahaan atau 

kinerjanya tampak berhasil yang tergambar dengan data yang lebih tinggi dengan 

maksud untuk mendapatkan penghargaan (bonus). Untuk mencapai tujuan tersebut 

tidak jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auidtor sehingga 

laporan keuangan auditan yang dihasilkan itu sesai dengan keinginan klien (Media 

Akuntansi, 1997). 
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Berdasarkan uraian diatas, maka auditor memiliki posisi yang strategis baik di 

mata manajemen maupun di mata pemakai laporan keuangan. Selain itu pemakai 

laporan keuangan menaruh kepercayaan yang besar terhadap hasil pekerjaan auditor 

dalam mengaudit laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan 

keungan auditan dan jasa yang diberikan auditor mengharuskan auditor 

memperhatikan kualitas audit yang dilakukannya. 

Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam 

menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik 

akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. 

Setiap audit harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan 

tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak 

adil, tanpa dipengaruhi atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan 

pribadinya (Khomsiyah dan Indriantoro, 1988). 

Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus 

memegang prinsip-prinsip profesi. Menurut Simamora (2002) ada 8 prinsip yang 

harus dipatuhi akuntan publik yaitu : 

1. Tanggung jawab profesi. 

Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam 

semua kegiatan yang dilakukannya. 

2. Kepentingan publik. 

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka 

pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan 

komitmen atas profesionalisme. 

3. Integritas. 
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Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan 

intregitas setinggi mungkin. 

4. Objektivitas. 

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan 

kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, 

kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan 

pengetahuan dan ketrampilan profesional. 

6. Kerahasiaan. 

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama 

melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan 

informasi tersebut tanpa persetujuan. 

7. Perilaku Profesional. 

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang 

baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 

 

8. Standar Teknis. 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis 

dan standar profesional yang relevan. 
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Selain itu akuntan publik juga harus berpedoman pada Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam 

hal ini adalah standar auditing. 

3. Standar Auditing 

Standar auditing adalah standar/aturan/kriteria yang ditetapkan dan disahkan 

oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), meliputi 3 bagian yaitu standar 

umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan beserta interpretasinya : 

a. Standar Umum 

Standar umum berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya 

sehingga bersifat pribadi. Standar ini mencakup tiga bagian diantaranya: 

(1) Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai 

keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor. 

Seorang auditor diharapkan senantiasa bertindak sebagai seorang yang 

ahli dalam bidang akuntansi dan pada bidang audit. Keahlian auditor bisa 

didapat melalui pendidikan formal ditambah dengan pengalaman-

pengalaman yang didapatkan saat mengikuti pelatihan teknis yang cukup. 

Auditor junior atau asisten auditor yang baru memasuki karir bidang 

auditing harus mendapatkan pengalaman profesionalnya dengan 

mendapatkan supervisi yang memadai serta review atas pekerjaan yang 

diterima dari atasan yang lebih berpengalaman. Pelatihan yang didapatkan 

maksudnya mencakup pelatihan kesadaran untuk secara terus menerus 

mengikuti perkembangan yang terjadi pada bidang bisnis dan profesinya. 

Auditor harus mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan baru 
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dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang telah ditetapkan oleh 

Ikatan Akuntansi Indonesia. 

(2) Auditor harus mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan 

dengan perikatan, independensi. 

Pada standar ini mewajibkan bagi auditor bersikap independen dalam 

arti seorang auditor tidak boleh dipengaruhi oleh oknum tertentu karena 

pekerjaannya sangat berguna untuk kepentingan umum. Masyarakat umum 

pun memberikan kepercayaan atas sikap independensi auditor yang sangat 

penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Sikap intelektual dan 

jujur sangat dijunjung tinggi sebagai profesi auditor. Profesi akuntan publik 

telah menetapkan aturan yang disebut sebagai Kode Etik Akuntan Indonesia 

agar setiap anggota menjaga diri dari kehilangan kepercayaan dan persepsi 

independensi dari masyarakat. Sebenarnya sikap independensi secara 

intristik adalah masalah mutu pribadi, sehingga bukan merupakan aturan 

yang dirumuskan untuk diuji secara objektif. 

(3) Auditor wajib menggunakan keahlian profesionalnya dalam melaksanakan 

pelaksanaan audit dan pelaporan dengan cermat dan seksama. 

Penggunaan keahlian profesional menekankan tanggung jawab setiap 

professional yang bekerja dalam organisasi auditor. Seorang auditor juga 

harus memiliki tingkat keterampilan yang dimiliki oleh setiap auditor pada 

umumnya dan diharuskan menggunakan keterampilan yang dimiliki dengan 

kecermatan dan keseksamaan yang wajar. Oleh karena itu auditor dituntut 

untuk memiliki sikap professional dan keyakinan dalam mengevaluasi bukti 

audit. 

b. Standar Pekerjaan Lapangan  
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Standar Pekerjaan Lapangan merupakan salah satu dari tiga Standar 

Auditing yang Berlaku Umum. Standar ini sangat berperan penting dalam 

suksesnya proses audit yang dijalankan hingga didapatnya hasil temuan audit. 

Standar pekerjaan lapangan terdiri dari tiga, yaitu: 

(1) Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi 

semua asisten sebagaimana mestinya. 

(2) Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta 

lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai resiko salah 

saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau 

kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit 

selanjutnya. 

(3) Auditor harus memperolh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan 

prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat 

menyangkut laporan keuangan yang diaudit. 

c. Standar Pelaporan Auditing 

(1) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Standar pelaporan yang pertama ini tidak mengharuskan auditor 

menyatakan tentang fakta (statement of fact) namun standar tersebut 

mewajibkan auditor untuk memberikan pernyataan (pendapat) mengenai 

apakah penyusunan laporan keuangan sudah dilaksanakan dan disajikan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Prinsip 

akuntansi yang berlaku umum (generally accepted accounting principles) 

ini mencakup konvensi, aturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk 
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membatasi praktik akuntansi yang berlaku secara umum pada wilayah dan 

waktu tertentu. 

(2) Hasil laporan auditor harus menunjukkan, apabila ada ketidakkonsistenan 

penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode 

berjalan dengan penerapan pada periode sebelumnya. 

Standar ini disebut juga sebagai standar konsistensi, yang bertujuan 

menuntut auditor independen untuk memahami antara konsistensi dengan 

daya banding laporan keuangan. Apabila terjadi kurangnya konsistensi 

maka penerapan prinsip akuntansi dapat menyebabkan kurangnya daya 

banding laporan keuangan. Tujuan standar konsistensi adalah untuk 

memberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan diantara 

kedua periode secara material oleh perubahan prinsip akuntansi. Maka 

auditor akan mengungkapkan perubahan yang terjadi dalam laporannya. 

Caranya dengan menambahkan di paragraph pendapat sebuah paragraph 

penjelasan. 

(3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

Penyajian laporan keuangan yang berisi pengungkapan informasi yang 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai atas hal material, yang 

meliputi bentuk, susunan, isi laporan keuangan serta catatan atas laporan 

keuangan. Auditor harus dapat memastikan beberapa hal tertentu yang 

diungkapkan sehubungan dengan keadaan serta fakta-fakta yang diketahui 

saat dilaksanakan audit. Auditor dapat mempertimbangkan pengungkapan 

melaui informasi yang diterima oleh kliennya atas dasar kepercayaan bahwa 

seorang auditor akan merahasiakan informasi tersebut. Auditor harus dapat 
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mempertanggungjawabkan dan mempertahankan kepercayaan tersebut 

karena akan sulit untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk 

menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan.  

(4) Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan 

keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan yang 

demikian tidak bisa diberikan. 

Apabila pendapat dari keseluruhan tidak bisa diberikan maka alasannya 

harus ditanyakan, laporan auditor harus menyajikan petunjuk yang jelas 

tentang pekerjaan audit yang berhasil dilaksanakan. Standar pelaporan ini 

bertujuan untuk mencegah kesalahan penafsiran tingkat tanggungjawab 

oleh akuntan bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Disebut 

terkait dengan laporan keuangan adalah jika akuntan memberikan izin 

namanya dalam suatu dokumen, laporan atau komunikasi tertulis. Apabila 

seorang akuntan menyerahkan hasil laporan keuangan yang dibuat/ 

disusunnya kepada pihak lain maka akuntan tersebut dianggap terkait 

dengan laporan keuangan meskipun akuntan tidak menuliskan namanya 

pada dokumen/laporan tersebut. 

4. Independensi 

Pernyataan standar umum kedua dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 

(SPKN) adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, 

organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan 

dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi 

independensinya”. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi 

pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan 

independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau 
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rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan 

dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. 

(Arens, et.al. 2000) mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai 

"Penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, 

evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit". Sedangkan 

(Mulyadi, 1992) mendefinisikan independensi sebagai "keadaan bebas dari 

pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain" 

dan akuntan publik yang independen haruslah akuntan publik yang tidak terpengaruh 

dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri akuntan 

dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. 

Menurut Messier et al (2005), independensi merupakan suatu istilah yang sering 

digunakan oleh profesi auditor. Independensi menghindarkan hubungan yang 

mungkin mengganggu obyektivitas auditor. BPKP (1998) mengartikan obyektivitas 

sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain 

yang berkepentingan sehingga dapat mengemukakan pendapat apa adanya. 

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) disebutkan bahwa: 

“Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi 

mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan 

pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Pemeriksa 

bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang dalam 

organisasi pemeriksanya apabila memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. 

Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu meliputi antara lain: 

a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai 

dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang 
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diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang 

dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau 

program yang diperiksa. 

b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung 

pada entitas atau program yang diperiksa. 

c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang 

diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir. 

d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa. 

e. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan obyek 

pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan 

sistem, menyusun dan/atau mereviu laporan keuangan entitas atau program yang 

diperiksa. 

f. Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu 

program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi berat sebelah”  

5. Kompetensi 

Pernyataan standar umum pertama dalam SPKN adalah: “Pemeriksa secara 

kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan 

tugas pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi 

pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan 

dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, 

keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh 

karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, 

pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu 

organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi 

yang memadai. 
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Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (1983) dalam Sri Lastanti (2005) 

mendefinisikan kompetensi sebagai ketrampilan dari seorang ahli. Dimana ahli 

didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau 

pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan 

pengalaman. Sedangkan Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan 

bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan ketrampilannya 

mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak 

pernah membuat kesalahan. 

Lee dan Stone (1995), mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup 

yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. 

Adapun Bedard (1986) dalam Sri lastanti (2005) mengartikan keahlian atau 

kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan 

prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor 

adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat 

melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Hayes-Roth mendefinisikan 

keahlian sebagai pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman 

terhadap masalah yang timbul dari lingkungan tersebut, dan keterampilan untuk 

memecahkan permasalahan tersebut (Mayangsari, 2003). 

Dalam standar audit APIP disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh 

orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan 

demikian, auditor belum memenuhi persyaratan jika ia tidak memiliki pendidikan 

dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Dalam audit pemerintahan, 

auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan 
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hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut 

pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah. 

Dalam umum kedua SPKN disebutkan bahwa: “Pemeriksa yang ditugasi untuk 

melaksanakan pemeriksaan menurut standar pemeriksaan harus secara kolektif 

memiliki: Pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap 

jenis pemeriksaan yang ditugaskan serta memiliki latar belakang pendidikan, 

keahlian dan pengalaman untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam 

pemeriksaan yang dilaksanakan; Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, 

program, dan kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan)” dan “Pemeriksa yang 

melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian dibidang akuntansi 

dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan 

dengan entitas yang diperiksa”. 

Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa penguasaan 

terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan terhadap objek 

audit. Selain dua hal di atas, ada tidaknya program atau proses peningkatan keahlian 

dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kompetensi auditor. 

5. Motivasi Kerja Auditor 

Teory dalam (Moekijat, 2002) mendefinisikan motivasi sebagai keinginan di 

dalam seorang individu yang mendorong ia untuk bertindak. Sedangkan menurut 

panitia istilah Manajemen Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 

motivasi adalah proses atau faktor yang mendorong orang untuk bertindak atau 

berperilaku dengan cara tertentu; yang prosesnya mencakup: pengenalan dan 

penilaian kebutuhan yang belum dipuaskan, penentuan tujuan yang akan memuaskan 

kebutuhan, dan penentuan tindakan yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan. 
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Dari berbagai jenis teori motivasi, teori yang sekarang banyak dianut adalah teori 

kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya adalah 

untuk memenuhi kebutuhannya. Ahli yang mencoba merumuskan kebutuhan 

manusia, diantaranya adalah Abraham Maslow. 

Abraham Maslow telah menyusun “tingkatan kebutuhan manusia”, yang pada 

pokoknya didasarkan pada prinsip, bahwa (Wahjosumidjo, 1987): 

a. Manusia adalah “ binatang yang berkeinginan”; 

b. Segera setelah salah satu kebutuhannya terpenuhi, kebutuhan lainnya akan 

muncul; 

c. Kebutuhan-kebutuhan manusia nampak diorganisir ke dalam kebutuhan yang 

bertingkat-tingkat; 

d. Segera setelah kebutuhan itu terpenuhi, maka mereka tidak mempunyai 

pengaruh yang dominan, dan kebutuhan lain yang lebih meningkat mulai 

mendominasi. 

Abraham Maslow merumuskan lima jenjang kebutuhan manusia, 

sebagaimana dijelaskan sebagai berikut (Wahjosumidjo, 1987): 

a. Kebutuhan mempertahankan hidup (Physiological Needs). Manifestasi 

kebutuhan ini tampak pada tiga hal yaitu sandang, pangan, dan papan. 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer untuk memenuhi kebutuhan 

psikologis dan biologis. 

b. Kebutuhan rasa aman (Safety Needs). Manifestasi kebutuhan ini antara lain 

adalah kebutuhan akan keamanan jiwa, dimana manusia berada, kebutuhan 

keamanan harta, perlakuan yang adil, pensiun, dan jaminan hari tua. 
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c. Kebutuhan social (Social Needs). Manifestasi kebutuhan ini antara lain tampak 

pada kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain (sense of belonging), 

kebutuhan untuk maju dan tidak gagal (sense of achievement), kekuatan ikut 

serta (sense of participation). 

d. Kebutuhan akan penghargaan/prestise (esteem needs), semakin tinggi status, 

semakin tinggi pula prestisenya. Prestise dan status ini dimanifestasikan dalam 

banyak hal, misalnya mobil mercy, kamar kerja yang full AC, dan lain-lain. 

e. Kebutuhan mempertinggi kapasitas kerja (self actualization), kebutuhan ini 

bermanifestasi pada keinginan mengembangkan kapasitas mental dan kerja 

melalui seminar, konferensi, pendidikan akademis, dan lain-lain. 

Menurut Suwandi (2005), dalam konteks organisasi, motivasi adalah pemaduan 

antara kebutuhan organisasi dengan kebutuhan personil. Hal ini akan mencegah 

terjadinya ketegangan / konflik sehingga akan membawa pada pencapaian tujuan 

organisasi secara efektif. 

Sehubungan dengan audit, terdapat penelitian mandiri mengenai pengaruh 

rewards instrumentalities dan environmental risk factors terhadap motivasi partner 

auditor independen untuk melaksanakan audit. Penghargaan (rewards) yang diterima 

auditor independen pada saat melakukan audit pemerintah dikelompokkan ke dalam 

dua bagian penghargaan, yaitu penghargaan intrinsik (kenikmatan pribadi dan 

kesempatan membantu orang lain) dan penghargaan ekstrinsik (peningkatan karir 

dan status). Sedangkan faktor risiko lingkungan (environmental risk factors) terdiri 

dari iklim politik dan perubahan kewenangan. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengungkapan atau pembuktian kualitas audit oleh auditor 

diukur dari independensi, pengalaman dan sikap due professional care seorang 

auditor yang dapat berkembang dengan adanya pedoman atau referensi dari beberapa 

penelitian terdahulu yang memiliki topik dan variabel yang sama sehingga dapat 

mempengaruhi pola pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dalam mengungkap 

kebenaran laporan keuangan. 

Pengaruh independensi, pengalaman, due professional care dan akuntabilitas 

terhadap kualitas audit yang bertujuan melakukan pelaksanaan prosedur pembuktian 

kecurangan telah diteliti oleh Singgih dan Bawono (2010) di Purwokerto dengan 

sampel adalah seluruh akuntan atau auditor yang bekerja di “Big Four” Indonesia 

dan menggunakan pilot test sebagai teknik analisis datanya. Hasilnya menyatakan 

bahwa independensi, pengalaman, due professional care dan akuntabilitas secara 

simultan berpengaruh terhadap kualitas audit namun secara parsial seluruh variabel 

tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit kecuali pengalaman auditor tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit dan independensi berpengaruh secara dominan 

terhadap kualitas audit. 

Penelitian dengan judul yang sama juga telah dilakukan oleh Saripudin, dkk. 

(2012) di Jambi dengan sampel adalah seluruh akuntan yang bekerja di Kantor 

Akuntan Publik di kota Jambi dengan teknik analisis data yang digunakan adalah 10 

analisis regresi linear berganda dan hasilnya adalah bahwa independensi, 

pengalaman dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit namun variabel 

due professional care tidak berpengaruh terhadap audit investigasi. 
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Penelitian lain dengan topik yang sama telah dilakukan oleh Wiratama dan 

Budiartha (2015) di Kota Denpasar dengan menggunakan alat analisis regresi linear 

berganda dan hasilnya membuktikan bahwa independensi, pengalaman, due 

professional care dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Dari keseluruhan hasil penelitian terdahulu maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa perilaku seorang auditor dan teknik pemeriksaan yang digunakan sangat 

penting dan sangat berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Aspek 

pendukung penelitian lainnya adalah definisi variabel-variabel penelitian dan metode 

penelitian lainnya seperti pengukuran variabel dan pengujian variabel-variabel 

terkait. 

C. Kerangka Pemikiran 

Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas public dan good governance, diperlukan 

adanya pemeriksaan. (Mardiasmo, 2005) mengemukakan bahwa pemeriksaan (audit) 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan independensi 

untuk memeriksa apakah hasil kinerja perusahaan telah sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. 

Beberapa penelitian tentang kualitas audit yang pernah dilakukan menyimpulkan 

temuan yang berbeda mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Hasil penelitian 

Lawenson et al. (2006) menyimpulkan bahwa spesialisasi auditor dan besarnya fee yang 

diterima auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Sementara itu dalam penelitian Alim 

dkk. (2007) dan Elfarini. (2007), diperoleh kesimpulan bahwa keahlian dan independensi 

auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sebagaimana dikatakan oleh (Goleman, 

2001), hanya motivasi yang akan membuat seseorang mempunyai semangat juang yang 

tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi kerja 
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akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap 

kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. 

Setelah melihat pandangan menurut para ahli, maka langkah selanjutnya dalam proses 

penelitian ini adalah mencari teori-toeri yang dapat menggambarkan penelitian ini. Semua 

penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam 

penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori disini akan 

berfungsi untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan 

hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrument penelitian. Teori adalah 

kumpulan konsep, proposi dan variabel yang berfungsi untuk melihat fenomena secara 

sistematik, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat menjelaskan dan 

memprediksi suatu fenomena tertentu. Dalam teori deskriptif dan teori preskriptif, menurut 

Bruner teori belajar adalah deskriptif, sedangkan teori preskiptif adalah pembelajaran. 

Preskiptif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran 

yang optimal, sedangkan deskriptif karena tujuan utama belajar adalah menjelaskan proses 

belajar. Teori belajar menaruh perhatian pada hubungan antara variabel-variabel yang 

menentukan hasil belajar. Sedangkan teori pembelajaran sebaliknya teori ini menaruh 

perhatian pada bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain agar terjadi proses belajar. 

Kesimpulannya teori deskriptif mendeskripsikan atau menjelaskan proses belajar namun 

teori preskriptif menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Dari penjelasan menurut 

Bruner, jadi peneliti menggunakan teori deskriptif sebagai landasan penelitian karna dari 

pandangan peneliti variabel-variabel adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan, 

sedangkan bukan tujuan sebagai patokan untuk mencapai variabel-variabel tersebut. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang, tinjauan pustaka dengan teori-teori yang telah 

dijelaskan terhadap penelitian ini, maka sebagai kerangka pikir dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 2. 1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

   

 

   

D. Hipotesis 

Pengetian hipotesis menurut Sugiyono (2002) adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan penelitian di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang 

mungkin benar dan mungkin salah, sedangkan penolakan atau penerimaan suatu 

hipotesis tersebut tergantung dari hasil penellitian terhadap faktor-faktor yang 

dikumpulkan, kemudian diambil suatu kesimpulan. Maka dikembangkan hipotesis 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit 

Kualitas audit merupakan kemungkinan auditor menemukan serta 

melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi pemerintah dengan berpedoman 

pada standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan. Definisi kualitas 

audit menurut (De Angelo, 1981) adalah sebagai probabilitas bahwa auditor 

akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. 

Maksud pembahasan De Angelo yaitu segala kemungkinan (probability) dimana 

auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan 
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pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien maupun pencatatan dan 

melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Kompetensi auditor adalah 

kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang 

dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit 

dengan teliti, cermat, intuitif, dan objektif. Oleh karena itu, dapat dipahami 

bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan demikian, auditor belum 

memenuhi persyaratan jika ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang 

memadai dalam bidang audit. Dalam audit, auditor dituntut untuk memiliki dan 

meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan hanya dalam metode dan teknik 

audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, 

fungsi, program, dan kegiatan pemerintah. 

Harhinto (2004) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh keahlian 

dan independensi terhadap kualitas audit, dimana keahlian diproksikan dengan 

pengalaman dan pengetahuan, sedangkan independensi diproksikan dalam lama 

ikatan dengan klien, tekanan dari klien dan telaah dari rekan auditor. Adapun 

untuk mengukur kualitas audit digunakan indikator antara lain:  

a. Melaporkan semua kesalahan klien,  

b. Pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi klien,  

c. Komitmen yang kuat dalam menyelesaikan audit,  

d. Berpedoman pada prinsip auditing dan prinsip akuntansi dalam melakukan 

pekerjaan lapangan,  

e. Tidak percaya begitu saja terhadap pernyataan klien,  

f. Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.  
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Maka dari itu menurut peneliti Independensi yaitu kemampuan auditor 

untuk bersikap jujur dan objektif dalam penugasan audit, oleh karna ini jika 

mau menghasilkan kualitas audit yang baik maka auditor pelu mempunyai 

sikap independensi. Berdasarkan pembahasan pada penelitian terdahulu dan 

landasan teori, maka dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

H1=  Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 

2. Pengaruh independensi terhadap kualitas audit 

Independensi merupakan sikap auditor yang tidak memihak, tidak 

mempunyai kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam memberikan pendapat atau kesimpulan, sehingga 

dengan demikian pendapat atau kesimpulan yang diberikan tersebut berdasarkan 

integritas dan objektivitas yang tinggi. Menurut Holmes sebagaimana dikutip 

Supriyono (1988), independensi merupakan sikap bebas dari bujukan, pengaruh, 

atau pengendalian pihak yang diperiksa. 

Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

menghasilkan audit yang berkualitas. Karena jika auditor kehilangan 

independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan 

kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan (Supriyono, 1988). Dari penelitian yang dilakukan Harhinto (2004) 

diketahui bahwa besarnya tekanan dari klien dan lamanya hubungan dengan 

klien (audit tenure) berhubungan negatif dengan kualitas audit. Oleh karna itu 

Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak siapapun di 

dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan 

laporan audit, maka peneliti menyimpulkan Independensi berpengaruh terhadap 
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kualitas Audit karna jika hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diterapkan 

oleh standar pengedalian mutu Kantor Akuntan Publik. Berdasarkan 

pembahasan pada penelitian terdahulu dan landasan teori, maka dapat 

dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H2 =  Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 

3. Pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas audit 

Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2001), hanya motivasi yang akan 

membuat seseorang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih 

tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan 

mendorong seseorang termasuk auditor untuk berprestasi, komitmen terhadap 

kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. Respon atau tindak 

lanjut yang tidak tepat terhadap laporan audit dan rekomendasi yang dihasilkan 

akan dapat menurunkan motivasi kerja auditor untuk menjaga kualitas audit. 

Maka itu menurut peneliti, motivasi kerja dapat berpengaruh terhadap kualitas 

Audit. Karna setiap pekerja pasti mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai, 

oleh karna itu jika auditor ingin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan maka 

berdampak sangat baik dengan kualitas audit. Berdasarkan pembahasan pada 

penelitian terdahulu dan landasan teori, maka dapat dikemukakan hipotesis 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H3 =  Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 

  


